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PERAT URAN DAERAH KABUPATEN KARANuANYAR

NOMOR 1] TAHUN 2009

TENT"ANG

'RETRIBUSI .PEN,JUALA_N P?ODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN'RAHMAT T L{AN YANG MAHAESA' |

BUPATI KARANGANYAR

. bahwa dalam rangka memngkatkan potenSl aset daerah

Pemerintah Kabupaten Karanganyar periu melakukan upaya

' pengembangan bualdaya pertanian dan perikanan sehmgga* o

dapat mendukurig op’umahsasn pendapatan di Daerah;

“bahwa untuk keter‘tlban dan pengendallan dalam penjualan-
hasil budidaya pertaman dan penkanan S

bahwa berdasarkan pertimbangan sebag'umana dlmaksud‘

. ~dalam huruf "3, perlu membentuk Peraturan Daerah
.. Kabupaten _Kafanganyar tentang ‘Retribusi  Penjualan -

Produksi Usaha Daerah;

1. Undang- Uridung " Nomer = 13 Tahun 1950‘ tentané’

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan

; Propmsl Jawa Tengah

Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara' .

- " Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna ‘
Nomor 3209); ' S =

[Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daeran dan Retnbusx Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun' 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran |
- Negara Republik indonesia Nomor 3685) sebagalmana telah
- diubah” dengan Undang- Undang Nomor 34 .Tahun 2000

tentang - Perubahan atas Undang ~Undang - Nomor 18

.V-Tanun 1997 tentang Pajak Daeran dan Retribusi Daerah
_(l.embaran Neqara Repubhk lndonesna Tahun 2000

Nomor 246 T ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

- Nomor 4048)






Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan -
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk lndonesia Nomor 3?09)

Undang-Undang ‘Nomor 10 Tahun 2604  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Unddngan (Lembaran

Negara Republik ‘Indonesia’ Tahun 2004 - Nomor . 53,

‘Tambahan Lembaran Negar‘a{"Republik lndonesié'

Nomaor 4389)

'Undang-Undang _ Ndmor 132 T .ahun 2004 tentang

" Pemerintahar: - Daerah . (Lemba'an Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Ncmor 12o - Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaqalmana telah

~ beberapa kali diubah terakhir du.ngan Undang-Undang

Nomaor: 12 Tahun 2008 tentang P@rubahan,Kedua,, Atas
Undarg-Undang Nomor 32 Tahun. 2004 tentang

-Pemerintahan Daerah (Lembaran Nf-*gara Republik Indonesia

- Tapun 2008 - Nomor 59, Tambanan Lembaran Negara
; :Ropubhk lndonesu Nomor 4344);

\Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang

Perrmbdngan Keuangan antara . Pemenntah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk lrdoneSIa Nomor 4438);

, F‘eraturan Pemerintah * Nomor bG Tahun 2001 tentangl

F'etnbus: Daerah (Lembaran Negdra Republlk Indonesia
Tahun 2001 ‘Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Repub.tk lndone la WNomor 41 39);

-Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Demb'\gnan Urusan Pemerintahan - Antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provinsi. dar Pemermtanan Daerah

,Kabupateanota (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia

~ Tahun 2C07 Nomor 82, ldmbahan Lembaran Negara

- 10.

- ngkungan Pemermtah Kabupaten Karanganyar (Lembaran e
- Daerah Kabu pate‘n. Ka_ranga_nyar Tahun 2007 Nomor 12).

ARepubhk lndonese Nomor AT737);

Peraturan Daerdh Kabupaten Kuranganyar Nomor 12
rahun 2007 tentang “Penyidik Pegawal Negeri Sipil di.-



Dengan Persetujuan Bersama . :,

LIS
o

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- dan

“BUPATI KARANGANYAR

'MEMUTUSKAN:

" PERATURAN -~ DAERAH - -~ TENTANG' . RETRIBUSI -
* PENJUALAN PRODUKS USAHA DAERAH,

. BABI
" KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1.

om

Daerah adalah Kabupaten Kardnganyar

. 'Bupatl adalah Bupatl Karanganyar

. Pemerintah Daerah adalah Bupati.dan Perangkat Daerah
"' sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah;

'Pejabat adalah Pegawal yang dlben tugas tertentu
dibidang - retribusi daesah sesuan _d_engan peraturan
- perundang undangan yang berlaku

Badan adaldh suatu bentuk badan Usaha yang mehputl

g perseroan terbatas perseroar: komanditer perseroan
' lalnnya badan usaha milih neqara atau daerah dengan

',‘nama dan antuk apapun persekutuan perkumpulan
- firma, kongsn koperasi atau organisasi yang sejenis,

‘ lembaga dana pens;un bentux usaha tetap serta bentuk

badan usaha lamnya

: "-‘Produksn Usaha Daerah adalah keglatan budldaya'
. pertanian dan penkanan yang d:lakukan oleh pemerintah
' ,daerah s '



: Penjualan Produksx Usaha Ddedh adalah penjualan hasn produksn usaha“ "
pemenntah daerah antara lain berupa bemh padn dan bemh ikan -~

i perurdang -undangan . retnbusu dlwajlbkan untuk melakukan pembayaran‘
retnbu3| termasuk pemungut atau pemotong retnbusn tnnentu ‘

Retnbusx Penjualan °roduk5| Ubaha Daerah yanq selan,utnya dlsebut Retnbusn‘ \‘
adalah pungutan daerah sebagm pembayaran atas penjualan produks: usaha -

Jasa Usaha adaldh jasa yang ‘diéedivékan olen'pémg‘arintahl daerah dengan =
menganut. prinsip komersiil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sekto_rswaSta:._, T e T e I B L R T S

Daluwarsa adalah lewat waktu

Surat Ketetapan Retnbum Dacrah ,yang selan)utnya dlsmgkat oKRD adalah :
surat keputusan yang mpnentukan besarnya Jumlah retnbusx terutang, -

Surat Taglhan Rptnbusn Daerah yang selanlutnya dlsmgkat STRD adalah surat
untuk melakukan: taglhan retnbus; dan atau sank5| acmmxstras: berupa bunga )
dan [ atau denda : '

Wéjib"Retribusi'ddalahj.grang pribadi atau bédan "yaingj'menurut peraturan

Surat Setoran RntnbUSI Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SSRD adalah surat o o

. yang dlgunc.kan oleh Wajlb retnbusn untuk melakukan pembayaran atau et e

: penyetoran letrlbUSl yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat laln yang
dltetapkan o!eh Bupatu ‘ s : , ‘

nyldlk ad':lah pe;abat pohsn nepubllk Indonesw atau pejabat pegawal negen }'
il tertentu vang dsben wewenang khusus oleh Undang Undang untuk 2

nyldlkan deak Pldana adalah °erangka|an tmdakan yang dliakukan oleh ;
yxdlk untuk mencan atau mengumpulkan buktl vang dengan bukti ltu e
em’buat terang tlndak pidana. e "

S daerah adalah kas Pemenntah Kabupaten Karanganyar

e BAB I
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAE:RAH

‘ Pasal 2
roduk5| Useha Daerah dapat duual kepada orarg pnbadl atau badan.'

ata cara Pemua.an Produksn Usaha Daerah dlatur iebnh |anjut dengan
eraturan Bupat1 R o - '



= BAB W
~ NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

L Pasal i 4

)Subyek Retubu51 qdalah orang pnbadl atau badan yang membeh Produk51
1 Usaha Daerah S R _

)Wajlb Retnbus; adalan orang pr lbada atau badan yang Wajlb membdyar retnbusn
karena membela ha‘;ll Produksu Usaha Daerah s

Pasal 5

BAB \V2
GOLO NGAN RETRIBUS!

Pasal 6

nbu51 Penjualdn Produksx Usaha Daerah dlgolongkan sebagal Retnbusu Jasa : :

BAB V
CARA ME—NGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

R

Pasal 7

Qkat:penggunean jcxsa dltentuka'\ berdasarkan Jems/ ukuran dan volume hasil
uksu yang duual e Lt ,



= BAB Vl - |
'PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
 DAN BESARNYATAR!F

| Pasal 8 .
nsnp dan sasa'an dalam penetapan struktur dan besarnya tanf retnbusn
asarkan pada tu;uan untuk momperoleh keuntuncan yang layak dengan

mpemmbangkan nilai asset blaya modal dan biaya pmduk31

BAB Vll
’%TPUKTUF\ DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

N sar pengenaan retnbu3| adalah setlap pembehan ProdukSI Usaha Daerah

a. pemanfaatar bénih'padi; 8

b. ,jpemanfaatan' benih ikan,

; Pasal 10 -
{uktﬁrtd‘an besarnya tarif retribus: qifefapkén sebagai berikut :
~_Ben|h Padi | e e |

' 'Benlh Dasar \S (Foundatlon Seed) Label Putlh dengan harga sebesar .
. Rp 5.500,- (Ilma ribu lima rath ruplah) per kllogram :

Pokok S8 (Stock Seed) Label Ungu Putlh dengan harga sebesar '
Rp 4. 500 (empat ribu lima rdtus ruplah) per ktlogram :

.. Benih Sebar FS (Extentlon Seed) Label Bu’u dengan harga sebesar‘
' Rp 4000 (empat ribu ruplah) per kllogram o ‘ ‘



b. 'B‘enih.lkanv :

Bu;ﬁati

¢

atau Pejrxbat yang dltunjuk melakukan

o I o Hérga Benih Ikan/kg
- Harga per 1000 ekor (dalam Rp) berdasarkan ukuran
, ‘berdasarkan ukuran (dalam cm) (dalam cm) harga
JENIS IKAN | harga térendah sampai dengan harga terendah sampai
R e tertinggi . - o dengan harga
AR ~tertinggi
12| 230 35 | 57 | 79 | >9
| Tawes 15000 - 25000  |35000° |45000 - |11.000 12.000
Nila Merah - | 26.000 | 30000 - | 40000 - |600d0 |14000 | 15.000
Nila Gift 20.000 | 30.000 - 40.000 60.000  |13.000 = | 14.000
Karper 26000 | 35.000 | 50.000 70.000° | 18.000 20.0C0
Lele Dumbo | 25000 | 40.000 | 60.000 80.000 . |- )
Pasal 11 R

penetapan harga 1ual

berdasarkdn tarif sebagalmana d!maksud dalam Pacal 10.

BAB Vlll

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retr ‘usx yang terutanJ dlpungut di Dderah




BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERU"'ANG

. , _ "-’asal 13 |
;ﬁ"Retr'bUS' tertan terjadl pada saat dlterbltkan SKRD atau dokumen laln yang
dipersamakany. : o

' BAB X.
TATA C‘ARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

) Pemungutan ratnbusx tldak dapm dlborongkan

3) Retnbusn dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen laln yang '
dlpprsamakan ' '

BABXI
~ SANKSI ‘ADMINISTRAS!

Pa‘;al 15

Dalam hal Wa]lb retnbus. tldak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayat dlkenakan sank3| administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) V
setiap bulan dari retribusi y'ang terutang yang tldak atau kurang dlbayar dan ditagih-
dengan menggundkan STRD ~

- bAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pa a6

(1) Pembayarai retribusi dilakikan. dl Kas daerah atau dl tempat lain yang
' dltunjuk sesuai wakiu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
- SKRD Jabatan atau dokumen Iam yang dlpersamakan ' .



2) dalam hal pembdydran retnbu<| dllakukan dl tempat Iam yang dltunjuk maka |
' hasnl penenmaan retnbusn harus disetor ke Kas Daerah pahng lambat 1 kali
4 jam atau datam waktu yang d|tentukan oleh Bupat;

‘ (3) Apabila pembayaran dllakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
' sebagalmana dimaksud pada ayat (1) fnaka dikenakan. sanksr admmnstrasn
berupa denda sebesar % (dua persen) dengan menerbttkan STRD. A

, Pa al1t7. -
(1) Pembayaran retnbusn harus dllakukan secarz lunas dan tunal

(2) Bupatl atau pejabat yang dltunjuk dapat memben lzm kepada waijib retnbusu
‘untuk mengangsur, retribusi terutang dalam jangka waktu yang dltentukan
dengan alas'an'vang dapat dxpedanggung;awabkan |

(.5) Tata cara pembayaran retnbuss sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
‘ dltetapan oleh Pupatl '

BAB Xi
TATA PARA PEI\AGIHAN RETRIBUSI

| -Pasal 18
1) Surat teguran atau suxat permoatan atau surat lam ,/ang sejenis sebagal awal .

tindakan pelal\sanaan penaglhan n:tnbusx dlkeluarkc.*u 7 (tujuh) harl sejak saat
jatuh tempo»pembayaran ' : :

2) Dalam jangka waktu 7 (*u;uh) han setelah tangga! surat teguran atau surat ‘,
pennga*an atau surat lain yang sejenls dlsampalkan , wajib’ retribusi harus
_mefunaS| retritusi yang terutanlg '

Surat teguran surat penngatan atau surat laln ymg sejenls sebagalmana _
dlmaksud pada ayat ( 1) dlkelunrkan -oleh Bupatx atau pejabat yang dltunjuk

_Bentuk dan tata cara penyampalan Surat Teguran uurat Penngatan atau surat
lain yang’ SEanIS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
‘dengan Peraturan Bupati. - : ' ’



- BAB XIV
rATA CARA PFNGURANGAN KERINGANAN
- DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

| Pasal 18

1)'Bupat| dapat membufkdn pengurangan kerllléahah’ dan, pembebasan
' Retribusi. B o '

:2) Pembenan penguxor.gan dan /. atau kennganan retnbuqn sebagaxmana B
dlmaksud pada ayat (1 ) dengan mempelhatlkan kemampuan Wa]lb retnbusn

; (3) Tata cara pembenan pengurangan kennganan atau pembebasan retnbUSI |
’ dlatur lebih IanJut oleh Bupatl

- BAB XV |
. KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

1) Penaglhan refllbUSd kadaluwarsa setelah melampaun jangka waktu 3 (tiga) tahun i
terhrtung sejak saat terutangnya ‘retribusi, kecuali apabxla wajib retribusi
.m°lakukan tindak pldana dlbxdang rptnbum ' ‘ '

¢ vKadaluwarsa penaglhan retnbusx sebagalmana dsmaksud dalam ayat (1) :
tertangguh apabila: -

a. dnterbltkan suratteguran;

b 'ada pengakuan utang retrlbu [ d‘a'ri WajiB retribusi baik langsung maupun
.‘tldak langsung - N

BAB xvn
KETENTUAN PIDANA

' | Pasal 20 : B ‘
'(1)Wajlb retribusi yang ttdak melakukan kewajlbannya seh'ngga merug|kan' :

keuangan daprah diancam p\dana kurungan pahnq lama 3 (tiga) bulan atau - B
‘denda pallng b'myak 4 (empat) kah 3umlah retnbus‘ yang terutang.

2).T|ndak pldana sebagaimana dlmaksud,pada ayat (-1) 'adal_ah pelanggaran. |



 BAB XVH
PENYIDIKAN

Pasal 21

1) PPJabat Pegawai Negen Slpll Tertentu dmngkungan Pemenntah Daerah diberi
wewenang knusus sebagai Penyldlk untuk melakukan penyldlkan tindak pidana
dlbldang Retribusi Daerah ’ : :

(2) Wewenang Penylduk sebagalmana dlmaksud pada avdt (1), adalah

. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelm keterangan atau laporan :
berkenaan denqan tindak pldana dibidang Tetﬂbg!ol daerah agar keterangan '
. atau laporan tPfaebl..t menjadi Iengkap dan jelas

menelm mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pnbadl-
~ atau 'badan tentang kpbenaran perbuatarn yang dllakukan sehubungan. .
- . dengan tindak pldana retribusi daerah tersebut;

memlnta kmeaangdn dan bukti darn orang pnbad. atau badan sehubunganf .
dengan tindak pidana dibid ang retrlbus1 daerah

..Amemenksq buku - buku; catatan —catatan dan dokumen - dokumen lam
- berkenaan dengan tindak pldana dibidang retnbuc,l daerah

melakukar, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukua
.pencatatan, dan. dokumen-dokumen !am seia melakukan penyltaan
terhadap bahan buktl tersebut; ‘

.lmemlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka peldksanaan tugas penyldlkan
: tmdak pidana di bndang Refnbusn Daprah | o -
menyuruh berhnntl melarang seseorang memnggalkan ruangan atau tempat |

pada saat pemerleaan sedang bexlangsung dan memeriksa identitas orang
~dan atau dokumPn yang dibawa sebagalmana dlmaksud pada huruf e;

‘(Q

: h mernotret seseora'xg 'yang berkaltan dnngan tmdak pldana retnbusu daerah

. .'memanggil- orang untuk dldengar keterangannya dan dxpenksa sebagai
- tersangka alau eakm

menghentlkan penyldxkan




‘ I\ melakukan +mdakan lain yang perlu untuk ke!ancaran penyldlkan tindak -
pidana di bidang' retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dlpertanggung_,awab‘kan ‘ _

B
~ BABXVIL
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 22

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar se‘aap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan

' Daerah ini dengan . penempatanrya dalam Lembaran Dderah Kabupatenf
L*Karanganyar o - : :

. \

Ditetapkan di Karanganyar
- pada tanggal 14 Juli 2009 .
B ‘_BUPATH K ANGANYAR,

. Hj. RINAIRIANI SRI RAZKANINGSIH, $.Pd., .M.Hum
JiUndéngkan di Karanganyar ' R o
- adatanggal 14Juli2008 o o
- :EKRETAR ALRAH KABUPATEN KARANGANYAR

i

| ' KASTON DS :
EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2003 NOMOR 11




